PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SUDARMAN NO. 1 7 424044 JEMBER 68118

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDIARTO, SH.,MH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pithak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, Janyari 2022
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2022

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatkan Produk Hukum Daerah sebagai | 1. Peraturan Daerah yang dihasilkan. 10 Peraturan Daerah
dasar pelaksanaan penyelenggaraan | 2. Peraturan Bupati yang dihasilkan. 70 Peraturan Bupati
Pemerintahan. 3. Keputusan Bupati yang dihasilkan. 525 Keputusan Bupati
2. Meningkatnya program bantuan hukum yang | 1. Permasalahan Hukum terkait hubungan 12 Perkara
berkaitan dengan pendampingan, kedinasan yang dapat diselesaikan.

penyelesaian permasalahan hukum yang | 2. Bantuan Hukum kepada Masyarakat 100 Bantuan kepada Maskin
dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dan Miskin.
PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan | 3. Penyuluhan Hukum. 6 kali Penyuluhan
hukum bagi masyarakat miskin serta | 4. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. 12 kali rapat
kelompok rentan. 5. Sosialisasi Produk Hukum. 2 kali Sosialisasi
6. Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan 1 Paket
Berita Daerah.
7. Pengelolaan Sistem Informasi JDIH. Website JDIH serta pemutakhiran JDIH
8. Kajian dan laporan tentang permasalahan 10 Analisa/Kajian Peraturan
terkait peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan
9. Terkumpulnya data Pelaporan Rencana 9 laporan
Aksi HAM.
Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Rp.1.122.170.552,00 APBD
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp.2.428.610.000,00 APBD

Jumlah

Rp.3.550.780.552.00
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